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MOTTO

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat
sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah ia tidak akan bertemu
dengan kemajuan selangkah pun'

(Bung Karno)

' Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No. 296 Juli 2010, Hlm 41
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RINGKASAN

Tindak pidana korupsi yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar
biasa (Extra Ordinary Crime) memberikan suatu tambahan alasan korupsi harus
diberantas dengan cara yang luar biasa. Salah satu kebijakan Legislatif dalam
memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan menerapkan sanksi pidana
minimum khusus dan maksimum khusus. Sanksi pidana minimum yang berlaku
secara umum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk
selanjutnya disebut dengan KUHP), diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang
menyebutkan bahwa sanksi pidana minimum yang dapat diberikan oleh Hakim
ialah 1 (satu) hari, sedangkan dalam ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Untuk selanjutnya disebut dengan UUPTPK) menerapkan
ancaman sanksi pidana minimum khusus dalam setiap pasal yang memuat delik
tindak pidana korupsi. Bahwa dalam implementasinya penerapan pidana
minimum khusus tersebut sangat sulit untuk diterapkan dalam praktek dengan
adanya beberapa pertimbangan dan alasan-alasan tertentu, dilain pihak dengan
dilanggarnya ketentuan pidana minimum khusus tersebut menimbulkan adanya
friksi antara kepastian hukum (rechtszekerheid) disatu pihak dengan keadilan
hukum (gerchtigheid).. Berdasarkan hal tersebut di atas dalam skripsi ini penulis
merumuskan rumusan masalah apakah alasan kasasi Penuntut Umum mengenai
ancaman pidana minimum yang tidak diterapkan telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 253 ayat (1) huruf a (Putusan No. 1660 K/Pid.Sus/2009) dan apakah
pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan No. 1660
K/Pid.Sus/2009) telah sesuai dengan sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui
kesesuaian alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan dalam
Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan
Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Kasasi dengn No.
1660.K/Pid.Sus/2009.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang

bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk

xii



mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang
berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum,
antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah Alasan kasasi Penuntut Umum
dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No
104/P1d/2006/PT.TK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam
ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dan putusan yang dikeluarkan oleh
Mahamah Agung tidak sesuai dengan sistem pemidaan yang berlaku di Indonesia

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis
adalah Seorang Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana
seharusnya memahami terlebih dahulu tujuan diberlakukannya sanksi kepada
pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan
tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan extra ordinary crime, maka
seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dipahami pula tujuan
dari diberlakukannya UUPTPK yaitu untuk menggantikan Undang Undang No. 3
Tahun 1971 agar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif.
Dengan dijatuhkannya sanksi pidana dibawah ancaman pidana minimum
sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPTPK maka tidak ada pembeda
antara undang-undang tersebut dengan undang undang yang telah dibuat
sebelumnya dan sekali lagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
akan mengalami kemunduran. dan Salah satu hal terpenting dalam putusan yaitu
adanya pertimbangan hakim, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan dengan
menyimpangi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adanya
pertimbangan hakim yang jelas dan sistematis dapat menghilangkan anggapan
telah terjadi disparitas pidana. Maka menjadi sangat pening bagi seorang Hakim
untuk lebih jeli merumuskan alasan dan pertimbangannya dalam menjatuhkannya
pidana terhadap pelaku tindak pidana terutama terhadap pelaku tindak pidana

korupsi sebagai tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai extra ordinary crime.
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